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Nernun di dalam kenyataannya pengetahuan dan pe-

nahaman akan hukun perkawinan di dalam masyarakat tidak

sama sehingga masih ada peny i mpangan-peny impanSan ter-

hadap Undang-Undang Nonor I Tehun 1974 (selanjutnya di-

singkat UU l/1914), terutama bagi mereka yang berada

jauh dari perkotaan seperti halnya di Kecamatan BakunS

Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar yang mana di daerah

tersebut nasih ditenuinya adanya suatu perkawinan yanS

disebut perkawinan "Sayenbara".

Perkawinan "Sayenbara" dilakukan oleh masyarakat

sebab adanya seoranS wanita yanS hami I sebelum melaku-

kan perkawinan, adapun kebiasaan masyarakat setempat

bila ade seoranS wanita yanS hami I sebelun nelakukan

perkawinan dan di samping itu tidak ada laki-laki yang

bertanggung jawab maka masyarakat daerah setempat se-

gera mengadakan sayembara guna mencari seorang pria
yang bersedia untuk menikah dengan wanita yang hami I

tersebut. Biasanya dalan sayembara disertai suatu janji

dari pihak keluarga wanita bahwa pria yanS bersedia rne-

nikehi akan diberi suatu hadiah dan dijaminnya kebutuh-

an hidup berunah tengga dengan wanita tersebut. Pelak-

sanaan perkawinan itu sendiri biasanya dilakukan hanya

dihadapan Kyai atau Modin di daerah setempat dan per-

kawinan yang dilakukan sudah dianSSap sah karena sudah



sesuai dengan hukum Islarn (rukun nikah) yaitu adanya

wali bagi mempelai wanita, dua orang saksi yana adil
dan ijab kabul.

Tanpa mereka sadari akibat hukum lain yang lebih
jauh dari perkewinan yang hanya di lakukan dihadapan

Kyai atau lrlodin khususnye bagi anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut dan juga bagi perkawinennya

itu sendiri, sebab di dalam UU l/1974 ditentukan bahwa

suatu perkawinan dapat diakui oleh hukun bila menenuhi

Pasal 2 ayat I UU l/1974 yaitu "Perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukun masing-masinS agamanya

dan kepercayaannya itu". Dan Pasal 2 ayat 2 menentukan

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundenS-undang-

an yang berlaku", Jadi suatu perkawinan dapat dikatakan

sah apabi la telah memenuhi dari ketentuan dalam Pasal 2

W t/1974. Di dalam Pasal 42 W l/1974 menyebutkan pe-

ngertian tentang seorang anak dapat dikatakan sah atau

diakui oleh hukum yaitu "Anak sah adalah anak yang di-
lahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah". Jika se-

orang anak lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah

maka anak tersebut akan dibedakan status hukumnye,

Pasal 42 ayat 1 UU l/1974 menentukan "Anak yang di-
lahirkan di luar perkewinan hanya nenpunyai hubungan

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya". Derni-



kian juga ayat 2 nenyetakan "Kedudukan anak tersebut

eyat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan

penerintah". Tetapi peraturan Penerintah sampai saat

ini belurn menSaturnya maka untuk nenyelesaikan per-

soalan yanS menyangkut status hukum seorang anak yanS

tidak diakui oleh hukum akan nengalami kesulitan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ke-

dudukan hukum seorang anak akibat dari suatu perkawinan

yang tidak dicatatkan dalam hal ini perkawinan "Sayen-

bara" yang di lakukan di Kecamatan Bakung Kabupaten

Daerah Tingkat II Blitar, Dalan pembahasan perrnasalahan

digunakan pendekatan yuridis normat if yaitu pendeketan

masalah melalui pe rundang-undangan yang berkaitan de-

ngan permasalahan. Selain itu juga memperhatikan ke-

nyataan yang terjadi atau kejadian yang sedang ber-

langsung di tenSah masyarakat,

Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum pri-

mer pereturan pe rundang-undangan (W l/1974 ). Sedang

bahan hukum sekunder adalah dari penjelasan bahan hukun

primer. SetelEh data-data saya peroleh kemudian dikla-
sifikasikan dengan metode kualitatif yaitu suatu cara

untuk menShasilkan data diskriptif analisis artinya
data yang diperoleh dari study kepustakaan sebegai data

inti dan data yang didapat dari lapangan sebagai data



penunjang semua diteliti dan dipelajari secara utuh se_

hingga ekan dihasilkan data yang dapat dipertanggunS-
j awabkan .

un tuk

- Fase

- Fase

- Faae

Jadwal waktu yang digunakan dalan penelitian
mencari data dibagi dalan beberapa fase yaitu :

pengumpulan data : 2 (dua) bulan.
pengolahan data : 2 (dua) bulan.

I aporan : 1 ( satu ) bulan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa

perkawinan "Sayembara" yang di lakukan di Kecamatan

Bakung Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar bila alilihat
dari segi hukum agana Islarn maka perkawinan tersebut
dapat dibenarkan tetapi bila ditinjau dari segi hukurn

yang berlaku yaitu tJU l/1974 maka perkawinan "Sayem_

bara" tidak diakui oleh hukurn, Oleh karena UU l/1g74
dan peraturan pemerintah belurn mengaturnya maka ke_

dudukan anak yang tidak diakui oleh hukum sulit untuk
dipecahkan dan dengan demikian maka kedudukan anak luar
kawin hanya nempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya di samping itu anak tersebut tidak
bisa mewaris dari bapaknya dan anak tersebut hanya

dapat mewaris dari ibunya.

Upaya hukum yang dapat di lakukan terhadap per_

kawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan mengajukan



permohonan pengesah&n. Selanjutnya pasangan suani-

isteri melakukan perkawinan di depan petuSes pencatat

perkawinan dalam hal ini bagi orsng yanS berageme Islam

pada Kantor Urusan Agama jika pencatatan sudah dilaku-

kan maka pasanian suami-isteri menandatanSani akta

nikah sebagai tanda bukti bahwa perkawinan telah ter-

catat secara resmi.

Kesimpulan behwa perkawinan "sayembara" bila di-

lihat dari segi hukurn agama Islan adalah sah tetapi

bila dilihat dari segi hukun yang berlaku vaitu UU 1/

19?4 neka perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum

dan anak yang di lahirkan hanya mempunyai hubungan ke-

perdataan dengan ibunya dan demikian juga ia hanya bisa

mewaris dari ibunya. Upaya hukurn yang dapat di lekukan

terhadap perkawinan "Sayenbara" adalah dengan mengaju-

kan permohonan pengesahan perkawinan kepada Kantor

Urusan ASarna.

TentanS upaya hukum yang dapat di lakukan ter-

hadap anak hasil perkewinan tersebut adalah mengurus

akta kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil.


